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TENTANG
BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI

. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan
bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara termasuk
minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang
tak dapat diperbaharui. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan salah
satu sumber penerimaan negara yang penting, maka pengelolaannya perlu
dilakukan secara efisien dan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan
bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan minyak dan gas bumi sampai saat ini dilakukan melalui sistem
kontrak bagi hasil yang juga dianut oleh kebanyakan negara produsen
minyak.

Peraturan Pemerintah ini lebih menjamin penerimaan negara yang berasal
dari penghasilan kontrak bagi hasil atau penghasilan lainnya menjadi lebih
optimal, antara lain melalui:

a. biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto akan sama dengan
biaya yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah;

b. jenis, syarat, metode alokasi, dan batasan jumlah dari biaya tersebut
akan diatur secara seksama agar penerimaan negara lebih optimal dan
agar tercipta kepastian hukum;

c. pajak-pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN), bea
masuk, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi
daerah yang selama ini menjadi beban Pemerintah diubah sehingga
menjadi beban bersama Pemerintah dan kontraktor dengan cara
membukukan pembayaran pajak tidak langsung tersebut sebagai
komponen biaya;

d. kontraktor diwajibkan membayar sendiri pajak penghasilan yang
terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar skema
kontrak kerja sama.
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Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B).

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari kontrak-kontrak yang
sudah ada, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 mengamanatkan
Pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai
Pengembalian Biaya Operasi yang telah dikeluarkan kontraktor dalam
rangka kontrak kerja sama. Untuk itu, ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini juga berlaku terhadap kontrak kerja sama yang
telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan
beberapa ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Dalam hal kontrak kerja sama di bidang usaha hulu minyak dan
gas bumi, Pemerintah menyediakan sumber daya alamnya
sedangkan kontraktor wajib membawa modal dan teknologi.
Konsekuensinya bahwa kontraktor tidak diperkenankan
membebankan biaya bunga maupun biaya royalti dan sejenisnya
ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)

Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan peralatan
yang dibeli oleh kontraktor merupakan milik negara, sehingga
pengeluaran tersebut merupakan biaya operasi yang dapat
dikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktor berdasarkan
harga perolehan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kaidah praktek bisnis yang baik meliputi

kaidah praktek bisnis yang umum berlaku dan wajar sesuai

dengan etika bisnis, sedangkan kaidah keteknikan yang baik

meliputi:

a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. memproduksikan minyak dan gas bumi sesuai dengan kaidah
pengelolaan reservoar yang baik;

c. memproduksikan sumur minyak dan gas bumi dengan cara
yang tepat;

d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut yang
tepat;

e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoar
untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat; dan

f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.
Ayat (2)
Huruf a

Pengeluaran rutin antara lain pembayaran gaji, biaya
pemeliharaan, dan biaya pasca operasi pertambangan.

Huruf b

Pengeluaran proyek antara Ilain pembangunan fasilitas
produksi dan kegiatan survei seismik.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Otorisasi pembelanjaan finansial adalah authorization for
expenditure (AFE).

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
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Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan varian harga atas lifting adalah selisih
harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah
Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-
rata tertimbang.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pengembangan wilayah kerja dalam ketentuan ini meliputi
ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pasal 11

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama
dengan biaya yang akan dikembalikan oleh Pemerintah kepada
kontraktor dalam rangka kontrak kerja sama, demikian pula
sebaliknya. Prinsip ini biasa dikenal dengan nama uniformity
principle.

Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi
hasil dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang termasuk biaya penyusutan antara lain berupa:
1. fasilitas produksi;
2. gedung kantor, gudang, perumahan;
3. mesin dan peralatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a

Termasuk dalam biaya pemindahan gas dari titik produksi ke
titik penyerahan adalah biaya untuk pemasaran.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan
pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai
biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan
baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha
atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan dengan kegiatan operasi perminyakan di
lapangan yang berproduksi secara komersial di wilayah kerja
yang bersangkutan di Indonesia.

Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek
pajak sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak penghasilan dan/atau untuk
penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat
final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya yang dapat
dikembalikan.
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